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KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI 
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
NABIRE   
 

ABSTRAK  : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan 
antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan dinas/instansi di 
Kabupaten Nabire, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan 
(BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire; 

 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka 
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire 
tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. 

  
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan 
Koordinasi Hubungan Masyarakat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota Komisi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 



Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU /VIII/2021 
tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota.  

 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai Pembentukkan Badan Koordinasi Kehumasan 
(Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. 

CATATAN  : - 
- 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025. 
Lamp.: 2 hlm. 
 

  
  
 
 


